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Menakar Peluang Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah
Oleh Darmawan Purba

Pendahuluan

Era reformasi sering digunakan untuk membatasi masa-masa kelam
demokrasi di Indonesia dan dijadikan momentum bersejarah terhadap
lahirnya orde reformasi. Pada saat itu salah satu fenomena yang terjadi adalah
gelombang demokratisasi yang sangat kuat, setidaknya terdapat dua isu besar
yang menjadi tuntutan reformasi dibidang politik. Pertama, perubahan sistem
kepartaian dimana pada masa orde baru hanya ada tiga peserta yang memiliki
kesempatan untuk mengikuti pemilihan umum yaitu Golkar, PDI dan PPP
menjadi sistem partai banyak. Kedua, diberlakukannya otonomi daerah sebagai
salah satu tuntutan reformasi melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. Konsekuensi berlakunya undang undang tersebut
adalah semakin terbukanya keran demokrasi di tingkat lokal. Hal ini penting
mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan legitimasi
politik yang kuat, sesuai nilai dan semangat demokrasi yang memposisikan
kedaulatan berada di tangan rakyat.

Kedua fenomena tersebut di atas, memposisikan masyarakat dalam
konteksnya, yaitu sebagai pihak yang memiliki otoritas yang dimandatkan
kepada wakilnya baik di DPRD maupun terhadap kepala daerah. Semangat
tersebut ternyata hanya menjadi harapan semu bagi masyarakat. Hal ini
dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara substansi
diharapkan dapat mendorong akselerasi pembangunan daerah ternyata kerap
kandas di tengah jalan. Pada prakteknya penyelenggaraan pemerintahan
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daerah berjalan sendiri tanpa menempatkan masyarakat sebagai faks
dominan dalam pembangunan di daerah.

Sebagai sebuah organisasi, pemerintah daerah mendapatkan das
memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari “dana publik” ya
dianggarkan dalam APBN maupun APBD, serta memiliki fungsi unte
memberikan layanan kepada masyarakat. Setelah reformasi pemerintah daera®
dituntut untuk merumuskan perencanaan yang stratejik mengingat perubahs

demi perubahan di masyarakat sangat dinamis dan menuntut adany;
tanggung jawab dan penyelesaian secara konkrit oleh pemerintah daeral
Sebagai konsekuensi adanya pembagian urusan antara pemerintah pus
provinsi dan kabupaten/kota, baik urusan wajib maupun urusan kongrue
Namun demikian fenomena pemerintahan daerah justru tidak mencermi
semangat demokrasi yang mengiringi kebijakan dedentralisasi yang sedang
berlangsung. Beberapa indikasi, seperti: (1) kepala daerah terlibat korupsi, (2
pembangunan tidak berjalan, (3) konflik antar pemerintahan daerah, serta
masih banyak problem pemerintahan daerah lainnya yang kerap menimbulkz
ketidakpercayaan publik.

Pada saat pilkada langsung panorama yang terjadi adalah koalis
antara elit (calon kepala daerah) dengan massa, begitu juga pada saat pemils
legislatif terjadi koalisi antara caleg dengan para pemilih. Namun setelah
pilkada dan pemilu yang mengemuka justru koalisi antara elit dengan elit
Masyarakat sebagai faktor dominan dalam pembentukan pemerintahan justra
terpinggirkan. Kepala daerah dan DPRD hanya menjadikan masyarakat
sebagai objek suksesi politik semata. Salah satu contoh kongkrit rendahnya
keberpihakan pemerintahan daerah terhadap masyarakat adalah postur APBD
yang tidak proporsional antara anggaran publik dengan anggaran aparatur.
Implikasinya, pembangunan didaerah tidak sesuai dengan harapan dan janji-
janji politik elit saat pemilu dan pilkada. Banyak pembangunan yang mandek
dan berjalan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pelembagaan politik
di DPRD pun tidak sesuai harapan masyarakat, oleh karenanya partisipas
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi suatu y
mutlak.

98



a Partisipasi Publik
Persoalan partisipasi masyarakat seharusnya menjadi titik tekan
am penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini penting sebagai
itmen mendudukkan masyarakat sebagai:pertama, tidak semua urusan dan
alan di masyarakat diketahui oleh pemerintah, kedua, masyarakat berhak
t serta dalam perumusan setiap kebijakan publik yang pasti akan
engaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian kebijakan desentralisasi
ai dari Undang-Undang No.99 Tahun 1999 hingga Undang-Undang No.23
2014 sudah seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat. Sejalan
an substansi partisipasi tersebut, dalam prinsip-prinsip good governance
sikemukakan bahwa: (1) adanya partisipasi langsung maupun tak langsung
i semua warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; (2)
innya penegakan hukum; (3) tranparansi; (4) pemerintah yang tanggap;
o) orientasi pada konsensus; (6) efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas
smegara; (7) akuntabilitas; (8) visi yang strategis.

Dengan demikian, melibatkan rakyat dalam segala kebijakan
pemerintahan memang tidak dapat dinafikan dan merupakan sesuatu yang
sarus dilakukan untuk membangkitkan rasa memiliki rakyat terhadap segala
aspek kebijakan dari pemerintah. Oleh karena itu dorongan harus diberikan
oleh pemerintah untuk melibatkan rakyat dalam setiap kebijakan. Sejumlah
kajian mengemukakan bahwa pelibatan rakyat merupakan suatu proses
kesadaran untuk pembangunan dan dapat membantu penyelesaian masalah-
masalah pembangunan. Melalui partisipasi masyarakat berbagai persoalan
yang terjadi di masyarakat dapat disesuaikan dengan perencanaan
pembangunan daerah. Lebih dari itu, melalui partisipasi masyarakat secara
tidak langsung terjadi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Norma Partisipasi Masyarakat

Pasca reformasi salah satu tuntutan yang dilembagakan adalah
penyelengaraan desentralisasi atau sering disebut otonomi daerah. Selama
ini secara normatif penyelenggaraan desentralisasi diwujudkan dalam
undang-undang pemerintahan daerah. Tercatan sudah tiga undang-undang
yang ditetapkan dalam menopang penerapan desentralisasi. Terkait ruang
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partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daer
menunjukkan bahwa masih terbatasnya ruang partisipasi masyarakat di
ketentuan perundangan tersebut.

' Perbandingan Ruang Partisipasi Masyarakat
dalam UU 22/1999; UU 32/2004 dan UU 23/2014

i

T4 Pasat 18, Ayat 1 burd
{  DPRD bertugas wung dan menindaklanjut aspirasi Daersh
Rusng Partitius! [ dan masyarakat.
Matyarakat datam {2) Pasat 22 Poln &
Undang-Urdang Norar 22 | epy mempunyai kewai perfatian dan menyaiub
Takum 1999 aspiras!, menerima keluhan dan pengadicn matyarakat, serla
mecnfasititasi tindak lanjut peoyeiesaiannya.
i3) Pasal 91
Dalam penyelenggarasn  pembangunan  Kawasan Perkotaan,
Pemerintah Deersh party mengiutsertakan masyacakat dan pihak
swasta.  Pengiutsertaan  masyarakat, merupskin  uDava !
pemberdayvazn masyarakat dalam pembangunanperkolasn. 1
= o 1 s b et i
Fosg Partisipusi | Pasal 13¢ !
Magyarakat datam | ;
Undang-Undang Homor 32 E |
Tahun 2004 {1} Masyarakat bevhak membertan masuken secars li3an atiu termutls i
dalam rangka penyispan ataw pembahasan rencangan Perds, 1
{2} Persiapan pembentukan, pembataszn, dan pengesshan rancangan ;
Perda berpedoman kepada persturan perundang-undangsn, :
1
Ruang Partisiparsi | Pasal 354 l
Mabyarakat dtlam '
Undang-Undang Momar 23
Tahun 2014 (1) Datam:  penyelenggaraan  Pamerintshan Dadrah, Pemwrintah
Dasrah mendorong partisipast masyverakat,
{2} Datam mendarorg portisipasé masyarakat sebagakmans dimaksid
pada ayal (1}, Pemet intah Caerah:
{a}  menyampalkan  informasl  tentang  penyelerggaraan
Pemerintahan  Daerah  kepada masyarahat; ) mewdorong
keiompok dan organisast masyarakat urhub berperan akbif dalam r

Sumber: UU 22/1999; UU 32/2004 dan UU 2372014
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Berdasarkan muatan UU 22/1999; UU 32/2004 dan UU 23/2014
jukkan bahwa ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
rintahan daerah masih belum tegas, secara spesifik muatan masing
ang-undang sebagai berikut: pertama, pada UU 22/1999 masih bersifat
pasif dan hanya terbatas pada ruang tugas dan fungsi DPRD sebagai
representasi masyarakat. Kedus, dalam UU 32/2004, ruang partisipasi
masyarakat juga masih bersifat fasif dan terbatas pada tugas DPRD dalam
perumusan peraturan daerah semata. Ketiga, pada UU 23/2014 ruang
partisipasi masyarakat sudah memiliki pola dan cenderung bersifat aktif,
dimana pemerintah daerah disyaratkan mendorong partisipasi masyarakat
berupa aktifitas, cakupan, dan bentuk partisipasi yang sudah terpola dan
terarah. Perubahan UU Pemerintahan Daerah tersebut menunjukkan adanya
penyempurnaan partisipasi masyarakat, namun demikian belum ada jaminan
pemerintahan daerah akan berkomitmen dalam penerapannya.

Penutup

Sebagai bentuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, termuatnya ruang partisipasi masayarakat dalam UU 23 /2014 secara
khusus dalam Bab tersendiri menunjukkan adanya peluang penguatan
partisipasi masyarakat dimasa yang akan datang. Namun demikian ketentuan
tentang partisipasi masyarakat masih bersifat fleksibel dan belum tegas,
sehingga dalam penerapannya merlukan dukungan beberapa aspek sebagai
.~ berikut: (1) adanya proses pemilu dan pilkada daerah yang fair sehingga
. menghasilkan kepala daerah dan anggota DPRD benar-benar merakyat dan
terbuka pada rakyat; (2) adanya political will dari kepala daerah untuk
menyiapkan perangkat peraturan yang mendorong partisipasi masyarakat;
(3) adanya kemauan kepala daerah dan DPRD untuk memfasilitasi
terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat sebagai social control; (4) adanya
social movement kelompok masyarakat sipil yang independen dan terbuka; serta
(5) adanya dukungan dari media, dalam memberikan akses informasi bagi
masyarakat secara luas.
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